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          BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 

peneliti mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 

Anggaran 2018-2020, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu 

belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari angka tersebut dapat 

diketahui bahwa Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

belum mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan Pemerintah 

belum matang dalam melakukan perencanaan program dan proyek 

pemerintah, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan belum 

dapat terlaksana dengan baik. 

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu berdasarkan 

Analisis Rasio adalah sebagai berikut: 

2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu jika dilihat 

dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat 

Kurang, karena masih berada dalam skala interval 00,00-10,00. 

2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu jika dilihat 

dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat 

rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif, 

karena masih berada dalam interval 0%-25%. 
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2.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka jika 

dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikategorikan 

tidak efisien karena berada pada interval 100% keatas. 

2.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dari Rasio 

Pertumbuhan memerlukan perhatian yang lebih dikarenakan pada 

tahun 2018-2020 dapat dilihat bahwa pertumbuhan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu, dinilai 

kinerjanya masih kurang baik karena pada komponen belanja 

menunjukan persentase yang lebih besar dari pada pertumbuhan 

pendapatan. 

2.5 Kinerja keuangan Pemerintah kabupaten belu jika dilihat dari 

Rasio Keserasian, dapat disimpukan bahwa Belanja modal lebih 

tinggi dibandingkan dengan Belanja Operasi yang relatif kecil. 

Karena dapat dilihat dari persentase belanja operasi yang lebih 

kecil dibandingkan dengan persentase belanja modal. Besarnya 

alokasih dana untuk belanja modal dengan ini menunjukan bahwa 

pemerintah Kabupaten Belu lebih mengedepankan pengeluaran 

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang 

memberikan manfaat jangka panjang. Hal ini menunjukan bahwa 

pemerintah daerah kabupaten belu ingin menata dan membangun 

daerahnya menjadi lebih baik lagi agar dapat dirasakan dan 

dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Belu. 
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6.2 SARAN 

1.    Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka harus lebih memperhatikan 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali Potensi-

Potensi yang baru dan mengembangkan Potensi-Potensi yang ada 

sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari 

Pemerintah Pusat. 

2. Meningkatkan Kinerja Keuangan yang baik dengan memperhatikan 

rasio pertumbuhan dalam belanjanya.  

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Belu harus mencari alternatif-alternatif 

yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan 

pembiayaannya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan referensi ini untuk penelitian 

selanjutnya dengan menambah variabel dan diharapkan untuk lebih 

mendalam meneliti mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan 

menggunakan lebih banyak rasio sehingga penelitiannya bisa lebih handal 

dan akurat dari pada peneliti yang telah dilakukan sebelumnya. 
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